
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang

PenetapanUndang-Undang Darurat Nomor 3 Tabun

1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah

a. babwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat

(7) Peraturan Pernerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, dan dalam rangka

pemenuhan belanja wajib atas kekurangan alokasi

anggaran 8elanja Pegawai pada tahun berjalan serta

percepatan pencapaian target dan sasaran Program,

Kegiatan dan Sub kegiatan pada SKPD dan pemenuhan

ketentuan, peratu ran , petunjuk teknis dan kebijakan

Pemerintab;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Wali Kota tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan

Wali Kota 8anjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2023;

WALl KOTA BANJARMASIN,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Mengingat:

Menimbang:

PERATURANWALl KOTA BANJARMASIN
NOMOR 76 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURANWALl KOTA 8ANJARMASIN

NOMOR 160 TABUN 2022 TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 8ELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

WALl KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALTMANTANSELATAN



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6736);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta KeIja

Negara1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang­
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41JTambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4J Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor6757);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor208);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta KeIja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor41JTambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor6856);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor210, Tambahan Lembaran NegaraRepublik
Indonesia Nomor4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171J Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6322);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor6323);

17. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Penyelenggaraan
Negara Republik
73, Tambahan

Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Daerah (Lembaran
Indonesia Tahun 2017 Nomor

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor
5165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6477);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang



18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1781);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022

ten tang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota

Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin

Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin

(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021

Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota

Banjarmasin Nomor 63);

21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun

2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor

66);

22. Peraturan Daerah Kota 8anjarmasin Nomor 7 Tahun

2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota

Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);

23. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun

2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah

Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 42



Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160

Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor
160) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan WaH
Kota Banjarmasin Nomor 42 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160Tahun 2022 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 42), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Iyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Wali Kota ini.

2. Ketentuan Lampiran II, pada bagian Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas
Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Kebudayaan
Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas

Pasal I

PERATURANWALlKOTATENTANGPERUBAHANKETIGA

ATASPERATURANWALlKOTABANJARMASINNOMOR160
TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATANDANBELANJADAERAHTAHUNANGGARAN

2023.

Menetapkan:

MEMUTUSKAN:

Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Wali Kota Banjarmasin Nomor 160Tahun 2022 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah KotaBanjarmasin

Tahun 2023 Nomor 42);
24. Peraturan WaH Kota 8anjarmasin Nomor 18 Tahun

2023 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota

Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 18);



BER1TADAERAHKOTABANJARMASINTAHUN 2023 NOMOR 76

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 16 JUJ.~i 20::'3
SEKRETARlS DAERAHKOTABANJARMASIN,

IKHS~MAN

IBNU SINA

Ditetapkan di Banjarrnasin
pada tanggal 16 JUJ.~i 2023

WALlKOTABANJARMASIN,

Pasalll

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

WaHKota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Lingkungan

Hidup, Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik, Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perdagangan dan Perindustrian,

Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja, Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Penelitian dan Pernbangunan, Badan Pengelolaan Keuangan

Pendapatan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan

Pe1atih an , Inspektorat, Bagian Umum pada Sekretariat Daerah , Kecamatan

Banjarmasin Utara, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam

Larnpiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali

Kota ini.


